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Undang-undang mengatur bahwa bentuk perusahaan asuransi di Indonesiaterbagi atas. Perseroan Terbatas,
Koperasi, dan Usaha Bersama (Mutual). AJB Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan
berbentuk mutual dan merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Meskupin demikian, terjadi
kekosongan hukum yang cukup lama terhadap badan usaha berbentuk mutual ini yang menimbulkan
ketidakpastian hukum. Seperti dalam Putusan Perkara No. 356/Pid.Sus/2021/PT DK di mana seorang
direktur melakukan suatu perbuatan pidana yang diputus dengan menggunakan UU Asuransi. Sedangkan
mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XV111/2020, telah menyatakan bahwa AJB
Bumiputera 1912 tidak tunduk pada UU Asuransi dan harus dibuatkan undang-undang tersendiri mengenai
usaha bersama. Terhadap Putusan Perkara No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI, maka Direktur AJB Bumiputera
tersebut seharusnya dikenakan kepada KUHP, bukan kepada UU Asuransi. Mengenai pengaturan terhadap
AJB Bumiputera 1912 dengan kondisi kekosongan hukum tersebut mengacu pada KUH Perdata, KUHD,
dan KUHP.

...... The law stipulates that the form of insurance companiesin Indonesiais divided into: Limited Liability
Companies, Cooperatives, and Mutual Company. AJB Bumiputera 1912 is the only mutual company and is
the oldest insurance company in Indonesia. Thus, thereisalong legal vacuum for this mutual business entity
which causes legal uncertainty. Asin Verdict No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI where a director commits a
criminal act that is decided using the Insurance Law. Meanwhile, referring to the Constitutional Court
Decision No. 32/PUU-XV111/2020, it has been stated that AJB Bumiputera 1912 is not subject to the
Insurance Law and must make a separate law regarding Mutual Company. Regarding Case Decision No.
356/Pid.Sus/2021/PT DKI, the Director of AJB Bumiputera should be subject to the Criminal Code, not to
the Insurance Law. Regarding the regulation of the 1912 Bumiputera AJB with the condition of alegal
vacuum, it refersto the Civil Code, the Business Code, and the Criminal Code.
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